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ABSTRAK 
 
Anditia Galih S., E0012032. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan 
Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan 
Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan 
serta adanya hambatan pada saat pelaksaan implementasi Peraturan Daerah 
tersebut. Adanya hambatan yang ditemukan maka tentunya harus ditemukan 
solusi yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan 
penelitian di di Kota Yogyakarta yang meliputi Dinas Ketertiban dan Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Penelitian dilakukan terhadap 
Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 
Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dalam Kaitannya Dengan 
Pengentasan Kemiskinan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan 
dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan 
metode analisis deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah 
Istimewa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis 
di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi dengan dibutuhkannya penanganan terhadap 
masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yang tidak dapat memenuhi 
kebutuhan pokoknya sehingga melakukan penggelandangan dan pengemisan. 
Proses penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis terdiri dari 2 
(dua) tahap yakni tahap penertiban dan tahap penanganan. Dalam rangka 
pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial kehidupan 
gelandangan dan pengemis, pemerintah Kota Yogyakarta melangsungkan 
program pengentasan kemiskinan. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan 
implementasi berasal dari kurang efektifnya peran dinas terkait, serta peran serta 
masyarakat yang dirasa belum maksimal dalam penanganan gelandangan dan 
pengemis di Kota Yogyakarta. 
Kata kunci:  Peraturan Daerah, Gelandangan Pengemis, Kemiskinan. 
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ABSTRACT 
 
Anditia Galih S., E0012032. 2016. Implementation Yogyakarta Special Region 
No. 1 Year 2014 In Relation With Poverty Alleviation Regulation. Faculty of 
Law, Sebelas Maret University. 
This study aims to determine how the Yogyakarta Special Region Implementation 
No. 1 Year 2014 In Relation With Poverty Alleviation Regulation as well as 
barriers to implementation of the regional regulation. The obstacles are found 
then surely it must find appropriate solutions to overcome these obstacles. 
This research is an empirical law. Data obtained based in Yogyakarta which 
includes the Department of Order and the Department of Social, Manpower and 
Transmigration. Research conducted on the Implementation Regulations 
Yogyakarta Special Region No. 1 of 2014 About the Homeless Management And 
Beggars In Relation With Poverty Alleviation. The data collection is done by field 
studies and literature in order to obtain primary and secondary data with 
qualitative descriptive analytical method. 
From these results it can be concluded that the implementation of the Special 
Regional Regulation No. 1 Year 2014 About Handling And Beggars homeless in 
the city of Yogyakarta is motivated by the need for treatment of people living 
below the poverty line who do not have access to basic so do homeless and 
begging. The process of organizing the handling of homeless and beggars consists 
of 2 (two) stages of phase control and handling stages. In order to alleviate 
poverty and improve the social welfare of the life of homeless and beggars, 
Yogyakarta city government establish a poverty alleviation program. Barriers to 
implementation comes from the lack of effective implementation of the role of 
relevant agencies, as well as the role of the community who felt not maximized in 
the handling of vagrants and beggars in the city of Yogyakarta. 
Keywords: Local Regulation, homeless beggar, poverty. 
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